PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

2020 - 2025

ALAMAT : JL. BUI BATU MELONGUANE, KOMPLEK

|
|
|
!
| BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
|
|
| PERKANTORAN PEMDA TALAUD

|



BAB |
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1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Sistem  Pemilhan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah melalui Pemilihan Langsung oleh Rakyat akan
menghasilkan  pemimpin  yang  memilki legitimasi.  Agenda
pemerintahan  Kabupaten Kepulauan Talaud sepenuhnya
bergantung pada pada platform yang ditawarkan oleh Bupati dan
Wakil Bupati terpilih.

Menyesuaikan dengan Visi, Misi Bupai dan Waki Bupati yang
dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupeten Kepulauan Talaud dibutuhkan suatu
Perencanaan Stratejk (Renstra) Sadan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah  Kabupaten kepulauan Talaud  agar terjalin = sinergisitas
pembangunan daerah. Renstra Sadan Pengelola Pajak dan
Retribusi  Derah Kabupaten Kepulauan Talaud disusun dengan
memperhatikan prinsip-prinsip good governance.

Renstra merupakan instrumen untuk lebih  mengarahkan
tujuan organisasi  yang akan dicapai dan cara mencapainya.
Renstra juga merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga
kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Stake Holders) untuk

Mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

2. LANDASAN HUKUM
1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/98 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersin dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (
Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2002 Nomor 21

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);




10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 Taahun 1999 Tentang Tindak Pidana
Korupsi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Taahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-
2005;

Peraturan Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2001 Tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah  Nomor 39 tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah;
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18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang tfelah
disempurnakan dengan Peraturan Menteri Nomor 59 tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;\

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pajak dan
Reftribusi Daerah;

Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 56 Tahun 2016
Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan

Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

1.

2.

Maksud

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud dimaksudkan unfuk menyediakan
tolok ukur dan alat bantu bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam menyelenggarakan
kegiatan secara konsukuen dan konsisten sesuai dengan tugas da
fungsi.

Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud bertujuan untuk :

a. Tersedianya dokumen yang strategis dan komprehensif

b. Lebih memantapkan terselenggara kegiatan dalam mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang
telah ditetapkan dalam RPJMD




c. Sebagai pedoman/ acuan perencanaan yang konsisten sesuai

dengan kebutuhan daerah dibidang Pajak dan Retribusi Daerah

d. Memudahkan pemangku kebijakan dan instansi terkait dalam

pengambilan keputusan

e. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program

Merumuskan kebijkan dan program

4. Sistematika Penulisan

Adapun Rencana Strategis Badan Pengelola Pajok dan retribusi

Kabupaten Kepulauan Talaud disajikan dengan sistematika sebagai

berikut :
BAB

BAB

BAB

| Pendahuluan

1.1
1.2
1.3
1.4

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

I Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

2.1
2.2
23
24

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sumber Daya

Kinerja Pelayanan

Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan

Il Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1

3.2

3.3

Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan
Fungsi Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud

Telaahan Visi, Misi danProgram Bupati dan wakil
Bupayi Kepulauan Talaud

Teloahan Renstra Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Talaud




BAB

BAB
BAB
BAB
BAB

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Startegis

3.5 Penentuan Isu-lsu Startegis

IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengan BP2RD
Kabupaten Kepulauan Talaud

V Startegi dan Arah Kebijakan

VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

VIl Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

VIl Penutup




BAB Il

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok Badan Pengelola Pajak dan Reftribusi Daerah

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsr

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah.

b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

a.

C.

e.

Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah;

Pelaoksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah;

Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah;

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah;

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud , terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretaris

3. Kepala Bidang

4. Sub Bagian dan Seksi

5. Kelompok Jabatan Fungsional

a) Bagian Sekretariat terdiri dari :




1) Sub Bagian Umum dan Kepagawaian

2)Sub Bagian Perencanaan, pelaporan dan Keuangan
b) Kepala Bidang Rteribusi terdiri dari :

1) Seksi Pendataan Potensi Retribusi Daerah

2) Seksi Penetapan Retribusi Daerah

3) Seksi Penagihan Retribusi Daerah
c) Kepala Bidang Retribusi Derah

1) Seksi Pendaftaran,dan pendataan pajak Daerah

2) Seksi Penagihan Pajak Daerah

3) Seksi Penetapan Pajak Daerah
d) Kelompok Jabatan Fungsional, dimana jenis dan jenjang

jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Bagan 2.
Struktur OrganisasBadan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Kepulauan Talaud

KEPALA BADAN l
KELOMPOK

IABATAN SUB BAGIAN

FUNGSIONAL UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
PELAFPORAN
DAN KEUANGAN

BIDANG BIDANG
PENGELOLA PAJAK RETRIBUSI
SEKSI SEKSI
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
| PENDATAAN PAJAK H POTENSI
DAERAH RETRIBUSI DAERAH
SEKSI SEKSI
|| PENETAPAN PAJAK 1| PENETAPAN
DAERAH RETRIBUSI DAERAH
SEKSI SEKSI
|| PENAGIHAN PAJAK L PENAGIHAN
DAERAH RETRIBUSI DAERAH

UPTD I



2.2. Sumber Daya
a. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya ASN yang bertugas pada Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud berjumlah 29
Orang PNS dan 15 Orang tenaga Honorer.

Data Pegawai menurut Eselonisasi

Kondisi Kondisi yang ada
No. Uraian Yang Lowong
Seharusnya Definitif PLT
1. | Eselonlla 1 1 - -
2 Eselon llla 1 1 - -
3 Eselon llib 2 2 - -
4. | EselonIVa 8 8 - -
5 Staf Pelaksana 17 17 - -
Jumlah 29 29 - -

Data Pegawai menurut Pangkat/Golongan

1. | Diklat Struktural :
o SEPAMEN/PIM I 1
o SEPADYA/SPAMA/PIM lII 1

o ADUM/PIM IV 2
o PRAJABATAN 25
Jumlah 29

Data Pegawai menurut Jenjang Pendidikan

No. | Kualifikasi Jumlah | Keterangan
1. o Strata Dua/S2 5
2. o Strata Satu/ST 12
3. o DiplomaTiga 2
4, o Diploma Dua 1
S. o SMA/SMK/Sederajat 9




Jumliah

29

Data Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan

No.

Kualifikasi

Jumliah

Keterangan

J—

0 0 N o ~hWD

o A~ D O

o Manajemen

o Perikanan

o Akuntansi

o Manajemen SDM

o Sains Biologi

o Ekonomi
Pembangunan

o Sains Akuntansi

o Teknik Elektro

o Manajemen
Informatika

o Administrasi Bisnis

o Hukum

o Pemerintahan

o Biologi

o Bangunan Gedung

o IPS

o IPA

3
1

Jumlah

29

Data Pegawai menurut Masa Kerja

No.

Masa Kerja

Jumliah

Keterangan

1.
2.
3.

o 0s/d5Tahun
o 5s5/d 10 Tahun
o 10 Tahun

2
8
19

Jumlah

29

10



b. Sarana dan Prasarana Aset

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi ditunjang dengan sarana dan prasarana

sebagai berikut :

1. | Bangunan Kantor 1 Unit

2. | Alat-alat angkutan Darat, terdiri dari:
a. Kendaraan Roda 4
b. Kendaraan Roda 2 1 Unit

5 Unit

3. | Peralatan Mesin, yang terdiri dari :
a. Core Drill (Alat Uji Ketebalan Unit
Aspal) Unit
b. Mesin Ketik Manual Unit
c. Komputer 4 Unit
d. Printer 10 Unit
e. Laptop Unit
f. Mesin Foto Copy Unit
g.LCD 3 Unit
h. Hommer Test Unit
i. GPS Unit
J. AC (air conditioner) 6 Unit

4. | Peralatan Meja/Kursi Kerja 35 Unit

5. | Kursi Rapat Futura 50

6. | Kursi Tamu 1

7. | Lemari Kayu 10

8. | Filling Kabinet 5

9. | Lemari Besi

10. | Alat Elektronik Keyboard dan Sound 1
System

11. | Buku-buku Peraturan Perundang- 100 Buku
undangan

11



2.3. Kinerja Pelayanan

Mengingat bahwa kesejahteraan masyarakat akan banyak
tergpntung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi
daerah ini, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu
menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam
pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah.
Semakin finggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan
pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini
membuktikan  bahwa pemerintah  daerah  telah  berhasil
menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, ika PAD
yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami
penurunan, maka penyelenggaraan ofonomi daerah belum
maksimal.

Perkembangan penerimaan Pajak Daerah
KabupatenKepulauan Talaud dalom kurun Tahun 2017 -2019,

adalah sebagaimana diagram berikut ini :

12



Pencapalan Kinerja Pelayanan BPPRD

Kabupaten Kepulauan Talaud
TAR TARGET RENSTRA TAHUN KE- REALISAS| CAPAIAN TAHUN KE-
NO INDIKATOR KINERJA et | TAR | TARGET . 2
GET INDIKAT
sP <
Nx IKK OR 3 4 5 3 4 5 3 4 5
LAINNYA
1 2 3 4 5 § 7 8 B 10 " g EE] 4
243,262, 005.580.61 |  17.645.306.
Peningkatan AEARGERINN. | ARSIV 300482 | 345507608 | 0077207888 | 7.081710.380
PAD L} 42.60 3218 40,13
, 1.584.588.263
; Bea Baiik Nama Kendaraan Bermotor 03,761,751 1.841.004.018 . . - 0.00 0.00 0.00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan 7.208.555.024
2 Bermator 835,000,000 6.616.499,625 . . - 0.00 0,00 0.00
; Pajak Air Permukaan 27.596.678 17.738.245 - - - 0.00 0.00 0.00
4 Ean T 93.781.761 45000000 | 51.000.000 20,045.000 10,574,000 21.787.000 2234 23.50 4272
1.180,000,000
5 P Nsionn 835.000.000 550.000.000 703.766.284 622.017.956 716.775.495 8428 | 11308 | 6170
i Boeic)Suran 116.000,000 43500000 | 5000000 14.769.500 3730.000 200,000 1284 857 400
, Pajak Reklame 260.000.000 98416403 | 86.000.000 58.250.000 37.176.663 13,150.262 2240 38,66 15.20
.882.524.7: .500.000.
é Pajak Penerangan Jalan 1882524742 | 5 340,000,000 2800000000 | ) aapas77es | 2058867908 | 2791.257.008 13008 [ 11383 |  111.85
; Pajak Air Tanah 325.000.000 . . - - - 0.00 0.00 0.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan
124,531,287 .394.000.000
10 Batuan 10124831287 | 4 750,651,863 g 2162761652 | 567.741.671 1.525.709.137 2128 15.14 63.73
872. 583 424,
Q4 PBB 2800672528 | 4 s42.671.044 2083424910 |\ or1042624 | 2073108681 | 1986480327 73.40 58.52 75.73
BPHTB
12 75.000.000 52240000 | 55.000.000 35.524 675 103,990,850 57.280.250 4737 | 18908 |  104.15




Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPRD

Kabupaten Kepulauan Talaud

RASIO ANTARA
ANGGARAN PADA TAHUN KE REALISAS| ANGGARAN PADA TAHUN KE REALISAS! DAN RATA-RATA
URAIAN ANGGARAN TAHUN KE PPERTUMBUHAN
3 4 5 3 4 5 3 4 5 | ANGGARAN | REALISASI
Program
Administrasi
Perkantoran 1.082.504,000 793.668.900 1.278.889.429 980.572.956 733.362.430 1.083.987.402 091 | 082 085 0.18 011
Penyediaan jasa 73.430.000.00 71.031.500.00 24,600.000.00
komunikasi, sumber daya 9.047.500 10.626.500 13.210.000 0.67
air dan listrik 0.96 0.54 0.83 048
Penyediaan jasa 78.988.200.00 66.888.200.00 80.530.700.00
pemeliharaan dan
41.818.400 57,487,800 76,409,830 :
perizinan kendaraan .
dinas/operasional 086 | 085 0.02 0,84
Penyediaan 0.260,700.00 57.290.700.00 52.701 400,00
yeduan mea 60.039.900 49,530,925 52.673.636 1.00
kebersihan kantor 0.88 1.00 -0.13 012
Penyediaan Kan 43.780.000.00 2.000000.00 127.600.000.00
VSRS Jona paN 3.780.000 2.000.000 22.950.000 0.08
peralatan kerja 100 | 0718 1.01 512
Penyediaan alat tuiis 47.426.500.00 33.103.700.00 33.140.500.00
yed 47.273.200 33,009,350 33.127.182 1.00
i 100 | 1.00 -0.30 -0.30
Penyediaan bara 12.689,200.00 7.669.200.00 9.800.000,00
ve 9 8.625.500 5.535,000 6.578.000 088
cetakan dan penggandaan 0.72 067 -0.23 -0.24
Penyediaan komponen 4757.10000 2757.100.00 10,218 500,00
instalasi listrik/penerangan 4.755.300 2.706.000 1.00
bangunan kantor 0.8 0.00 1.15 -1.00
Penyediaan m 27700.000,00 70.000.000.00 30,050,000,00
S Thaanox. Ot 25.400.000 9.600.000 13.562.500 092
minuman 0.99 0.45 0.08 -047
t-rapat koordinasi dan 346.374.300.00 160.273.600.00 490.137.800.00
SR RO o 336,047,155 160.991.855 480,696,054 097
konsultasl ke luar daerah 1.00 1.00 042 046
Rapat-rapat koordinasi dan 787.258.000.00 754.925.000.00 775,610 520,00
konsultasi ke dalam 187.118.000 194.075.000 171.280.000 1.00
daerah 100 | o088 -0.08 0.08
Penyediaan jasa 250.800.000.00 247.800.000.00 244.500.000.00 256.900.000 208.500.000 204.500.000 0.99 0.84 0.84 0,06 e




pelayanan perkantoran

Program
Peningkatan
Sarana dan 36.000.000.00 270.750.000.00 428.701.250.00 34,201.805.00 0.00 395.244,588.00 0.85
Prasarana
Aparatur 000 | 082 10.91 1058
Pengadaan peralatan 36.000.000.00 270.750.000 00 62.951.250.00
gedung kantor 34.201.805 - 339.444.588 s 000 | 538 0.76 892
Pengadaan Perlengkapan 365.750.000.00
Gedung Kantor - - - 55.800.000 90 000 | 0.15 0.00 0.00
Program
Peningkatan
Kapasitas 23.600.000.00 0.00 64.315.500.00 11.920.300.00 0.00 0.00 | 051
Sumber Daya
5 0.00 0.00 173 -1.00
Bimbingan teknis 23.600.000.00 0.00
implementasi peraturan 0.51
perundang-undangan 11.920.300 - - 0.00 0.00 -1.00 -1.00
Pendidikan dan Pelatihan 64.315.500.00
i 2 2 - i 000 | 0.00 0.00 0.00
Program peningkatan dan pengembangan 1.546.922.300.00 |  1.528.027.722.00 | 1.620.198.600.00 | 1.025.348.601.00 |  1.368.063.521,00 | 1,494,141.493.00
engpblalans Savariouh daerah = 090 | 082 0.05 046
Intensifikasi dan 184.578.391.00
G " 193.897,000.00 . 0.95
sumber pendapatan
A . 0.00 | 000 1,00 -1.00
Intensifikasi dan
SMIGNAY sumow: 101.980.000 267,907.400 0.00
sumber pendapatan Pajak
daerah 98.038.500 257.246.200 096 | 096 0.00 0.00
Intensifikasi dan
Y S 187.650.875 192.625.500 0.00
sumber pendapatan
Retribus| daerah 187.471.427 185.471.124 100 | 088 0.00 0.00
Rapat koordinasi dan 150.000.000.00 116.384.700.00
evaluasi PAD 93.781,100 98.580.800 92.733.964 62.321.372 8% 080 | 066 -0.37 037
Pendataan objek-objek 225.000.000.00 211.201.000.00 115.830.600.00 02.204.600 150.327.150 83.101.200 041 | o71 | o2 753 e




pajak daerah

Perhitungan penetapan
PAD dan pendistribusian
surat ketetapan pajak dan
retribusi daerah

479.200.000.00

308.558.450

0864

0.00

-1.00

Perhitungan penetapan
PAD dan pendistribusian
surat ketetapan pajak
daerah

365.000.000

244.105.400

336.327.950

243.283.850

Perhitungan penetapan
PAD dan pendistribusian
surat ketetapan retribusi
daerah

82.943.500

Pendafaran subjek dan
cbjek pajak daerah

50.000.000.00

48.750.000.00

109.231.500

77.854.400

103.401.607

084

095

0.00

47.684.800.00

12.873.300

12,722.700

30.909.500

0.26

026

0.84

-0.05

210

Verifikasi lapangan
berdasarkan permohonan
wajib pajak

75.000.000.00

62.073.522.00

Penagihan pajak daerah

275.000.000.00

255.000.000.00

47.523.600.00

74.808.200

60.857.700.00

47.392.400

1.00

0se

-0.37

-0.37

235.347.000.00

169.651.860.00

254.996.730.00

231,166.650

062

1.00

0.08

-0.14

0.38

Pendataan objek-objek
retribusi daerah

98.825.300.00

97.044.125.00

109.983.000.00

84.082.000.00

96.923.000.00

104.849.100

0.85

1.00

095

0.11

025

Sosialisasi Tentang Pajak
Daerah

156.198.700

0.00

156.998 400

0.00

0.00

Jumlah

2.689.026.300

2.592.436.622

3.392.104.779

2,052.043.661

2.101.415.951

2.973.373.483

078

081

028

045




Pajak daerah dan retribusi daerah pada dasarnya merupakan salah
satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi
daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting dalam rangka pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan table C.23 diatas dapat dilihat balrwa Pendapatan Asli
Daerah secara keseluruhan cenderung menurun. Tapi jika dilihat dari target
per jenis pajok maka cenderung meningkatYang mengalami penurunan
drasts hanya pada Pajok Hiburan dan Pajak Mineral bukan logam dan
batuan. Hal ini disebabkan karena Pajaok Objek Pajak Hiburan cenderung
menurun. Sedangkan Pajak Mineral bukan Logam tergantung pada besaran
anggaran pembangunan  Fisik pada APBD. Juga pada tahun 2017
mengalami alih fungsi perhitungan Pajak Mineral yang terhutang di hitung
oleh Pejabat Pembuat Komitmen .Hal inilah yang menyebabkan penurunan
penerimaan PAD. Hal lainnya disebabkan karena Tingkat kesadaran
masyarakat dalam perpaiackan masih rendah. Untuk itu sangat perlu
ditingkatkan dan harus dituniaong dengan iklim yang mendukung peran aktif
masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam
melaksanakan peraturan perundang- undangan perpajokan. Selama ini
upaya penagihan pajok telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya
masih kurang memiliki daya paksa terhadap wajib pajok yang lalai
memenuhi kewaqjibannya, Pada Tahun 2019 telah di dilaksanakan satu
kegiatan Sosialisasi Pajak sehingga pada tahun 2019 Progres Penerimaan
mengalami peningkatan dari tahun 2018.

Untuk Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Sebagai Koordinator bagi OPD yang memiliki target retribusi daerah
juga telah membiayai Intensfikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi
daerah yang secara langsung felah memberikan kontribusi Penerimaan
Retribusi bagi OPD Penghasil Retribusi agar target retribusi yang dianggarkan

tercapai.
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2.11. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Permasalachan utama yang menjadi tantangan dalam upaya
peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah
pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha belum sesuai dengan
harapan, walaupun secara bertahap pertumbuhan  ekonomi ada
peningkatan namun belum secara signifrkan meningkatkan pendapatan
daerah.

Memperhatikan stakeholders Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu Pemerintah, Masyarakat dan
Swasta, dalam rangka melaksanakan fungsi optimatisasi Pendapatan perlu
dilakukan penitaion terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya.
Analisa yang digunakan adalah SWOT berdasarkan pengamatan terhadap
kondisi internal (Strengths & Weaknesses) dan eksternal organisasi
(Opportunities & Threats) yang melekat pada Badan Pengelola Pajok dan
Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dapat divraikan pada Tabel
2.2 dan table 2.3.

Tabel 2.2 Analisis SWOT

Peluang (Opportunities) : Ancaman/Tantangan
1. Badan Pengelola Pajak dan | (Threats):

FAKTOR
INTERNAL

Retribusi Daerah di dukung
oleh Peraturan Perundang-
Undangan di bidang Pajak
dan Retribusi Daerah

2. Adanya Koordinasi dan
Kerjasama yang baik
dengan Instansi Pusat.

1. Perkembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang tidak dibarengi oleh
kemampuan masyarakat
dalam beradaptasi
dengan perkembangan

2. Tidak adanya sanksi
tegas yang menimbulkan
efek jera bagi yang
melanggar aturan

3. Masih lemahnya
kepercayaan masyarakat
terhadap aparat di bidang
Pajak dan Retribusi
Daerah

4. Belum terbentuknya
“Budaya Malu” jika tidak
membayar pajak

5. Kurangnya kesadaran
dalam membayar pajak
dan Retribusi Daerah

6. Koordinasi dan
komunikasi antar mitra
kerja belum optimal
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Kekuatan (Stengh) :

1. Komitmen Pimpinan
dalam optimalisasi
pendapatan

2. Tersedianya Sumber
Daya Manusia Kab. Kepl.
Talaud di bidang pajak dan
retribusi Daerah

3. Kesadaran aparatur
untuk senantiasa
meningkatkan
kemampuan bidang
Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah

Strategi S-O

1. Melaksanakan tugas
dibidang pajak agar target
pendapatan terealisasi
(51-01)

2. Pemberdayaan SDM
dalam optimalisasi
Pendapatan (51,3 — 01)

3. Membangun sinergitas
aparat bidang pajak dan
retribusi dengan
masyarakat (52 — 02)

4. Meningkatkan
kemampuan aparatur di
bidang pajak dan retribusi
(S2-01)

5. Meningkatkan kinerja
aparatur bidang pajak dan
retribusi Daerah (S2-01)

Strategi S-T

1. Meningkatkan sosialisasi
kepada masyarakat atas
perkembangan teknologi
infomasi (S1,2-T1)

2. Meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap Aparat
di bidang pajak dan retribusi
daerah (S2-T3)

3. Penegasan dalam reward &
punishment terhadap
aparat pemerintah dan
aparat penagih Pajak dan
retribusi (52-T2)

4. Meningkatkan kerjasama
antara Bidang Pajak dan
Retribusi dan masyarakat
dalam optimalisasi
pendapatan (S2-T3,4)

5. Meningkatkan kemampuan
aparatur bidang pajak dan
retribusi Daerah (52,3-T2)

6. Membangun sinergitas
antara aparat Bidang Pajak
dengan aparat penegak
hokum untuk memberantas
korupsi penggunaan uang
pajak dan retribusi agar
menciptakan budaya malu
(51-T4)

7. Sosialisasi tentang Pajak
dan retribusi Daerah kepada
Stakeholder (S2-T4)

Kelemahan
(Weaknesses) :

1. Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kab.
Kepl. Talaud sebagai
pembantu Bupati di
bidang Optimalisasi
Pendapatan belum
sepenuhnya dapat
melakukan tugas
optimalisasi Pendapatan
terhadap pelaksanaan
Desentralisasi,

Strategi W-O

1. Melakukan koordinasi
dalam rangka
optimalisasi
pendapatan terhadap
pelaksanaan
Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan
dengan pihak terkait
untuk menghindari
tumpang tindinya
kewenangan di bidang
pajak dan retribusi
(W1-01)

Strategi W-T

1. Melakukan Koordinasi
terhadap pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan dengan
pihak terkait agar
kepercayaan masyarakat
terhadap aparat dibidang
pajak dan retribusi
tercipta (W1-T3)
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dekonsentrasi dan tugas
pembantuan pada
beberapa SKPD
disebabkan belum
dilimpahkannya
kewenangan dari
Kementrian tertentu

2. Kurangnya kaderisasi
ASN yang mempunyai
kemampuan dalam
berbagai bidang tugas
pengelolaan pajak dan
retribusi daerah

3. Belum meratanya
kemampuan aparatur
di bidang pajak dan
retribusi daerah

4. Masih terbatasnya
dana dan sarana
prasarana untuk
menunjang
pelaksanaan tugas.

2. Meningkatkan
kemampuan SDM
melalui Bimtek/Diklat
dalam berbagai
bidang tugas pajak
dan retribusi daerah
(W2-01)

3. Menyediakan dan,
sarana dan prasarana
yang memadai untuk
melaksanakan
optimalisasi
pendapatan (W3-01)

4. Membangun
sinergitas aparat di
bidang pajak dan
retribusi daerah
dengan masyarakat
(W3-02)

2. Meningkatkan dan
kaderisasi kemampuan
SDM melalui
Bimtek/Diklat/Sosialisasi
akan perkembangan IT
dalam berbagai bidang
tugas pajak dan retribusi
daerah (W2,3-T1)

3. Meningkatkan
kepercayaan masyarakat
terhadap aparat bidang
pajak dan retribusi
daerah (W2,3-T3)

4. Menyediakan anggaran
yang memadai dalam
pelaksanaan tugas
bidang pajak dan
retribusi daerah untuk
optimalisasi peningkatan
pendapatan Daerah (W4-
T3,4)

5. Membangun sinergitas
aparat bidang Pajak dan
retribusi Daerah dengan
masyarakat dalam
memberantas korupsi
penggunaan langsung
pajak dan Retribusi
Daerah (W3-T2,4)
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Tabel 2.3

Matriks Perumusan Strategi

Strategi

Asumsi Strategi

Rumusan

Menggunakan Kekuatan
untuk Memanfaatkan
Peluang (S-O)

1. Melaksanakan tugas
dibidang pajok dan
Retribusi agar target
pendapatan terealisasi

2. Pemberdayaan SDM
dalam menerapkan
Clean Government dan
Good Governance

3. Membangun sinergitas
aparat bidang pajak
dan refribusi dengan
masyarakat

4. Meningkatkan
kamampuan aparatur
bidang pajak dan
retribusi daerah

5. Meningkatkan kinerja
aparatur bidang pajak

dan refribusid daerah

1. Meningkatkan

kemampuan serta kinerja
SDM dalam bidang pajak
dan retribusi agar
masyarakat percaya
terhadap aparat bidang

pajak dan retribusi daerah

. Dalam rangka tuntutan

peningkatan pendapatan
daerah. Clean
Government dan Good
Government dan peran
serta aparat bidang pajak
dan retribusi daerah harus
di optimalkan dengan

disertai pendanaan.

. Membangun sinergitas

aparat bidang pajak dan
retribusi dengan

masyarakat

Menggunakan Kekuatan
untuk Mengatasi

Ancaman (S-T)

1. Meningkatkan
pengawasan dan
sosialisasi dalam rangka
memberantas korupsi
dengan penggunaan

teknologi informasi

2. Meningkatkan
kepercayaan

masyarakat terhadap

. Membangun sinergitas

aparat bidang pajak dan
retribusi dengan
masyarakat dalam

optimalisasi pendapatan

2. Pemberlakukan reward &

punishment

3. Meningkatkan
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aparat dibidang pajak
dan refribusi Daerah

3. Penegasan dalam
reward & punishment
terhadap aparat bidang
pajak dan retribusi
daerah dan petugas
Penagih Pajak dan
retribusi daerah di
wilayah kecamatan.
Kelurahan dan desa

4. Meningkatkan kerja
sama antara
masyarakat dalam
memberantas korupsi
penggunaan uang
pajak

5. Meningkatkan
kemampuan aparatur
bidang pajak dan
retribusi daerah

6. Membangun sinergitas
antara aparat bidang
pajak dengan aparat
pengawas dengan
aparat penegak hokum
untuk memberantas
korupsi/menciptkan
budaya malu

7. Sosialisasi optimalisasi
pendapatan Pajak dan

retriousi Daerah

kemampuan SDM

4. Membangun sinergitas
antara aparat bidang
pajak dan retribusi
dengan aparat pengawas
dengan aparat penegak
hokum

5. Sosialisasi bidang pajak

dan retribusi daerah

Meminimalkan

Kelemahan untuk

1. Melakukan koordinasi

dalam rangka

1. Membangun sinergitas

aparat bidang pajak dan
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Memanfaatkan Peluang
(W-0)

optimalisasi tupoksi
terhadap pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas
Pemabntuan dengan
pihak terkait untuk
menghindari tumpang
tindihnya kewenangan

2. Meningkatkan
kemampuan SDM
melalui Bimtek/Diklat
dalam berbagai bidang
tugas pajak dan retribusi
daerah untuk
mewujudkan Clean
Government & Good
Governance

3. Menyediakan dana
yang memadai untuk
melaksanakan tugas
pokok dan fungsi

4. Membangun sinergitas
aparat bidang pajak
dan retribusi dengan

masyarakat

retribusi dengan instansi
terkait terhnadap
pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas
Pemabntuan guna
mencegah terjadinya
penyimpangan dan
tumpang tindihnya

kewenangan

2. Peningkatan kemampuan

SDM melalui Bimtek/Diklat
dalam berbagai bidang
tugas perpajakan dan

retribusid daerah

. Menyediakan dana yang

memadai agar
pelaksanaan tugas

optimal

. Membangun sinergitas

aparat bidang pajak

dengan masyarakat

Meminimalkan
Kelemahan untuk
Memanfaatkan Peluang
(W-0)

1. Melakukan koordinasi
dalam rangka
optimalisasi tupoksi
terhadap pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan dengan
pihak terkait untuk
menghindari fumpang

tindihnya kewenangan

. Membangun sinergitas

aparat bidang pajak dan
retribusi pajak dan retribusi
dengan instansi terkait
terhnadap pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan guna
mencegah ferjadinya

penyimpangan dan
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2. Meningkatkan
kemampuan SDM
melalui Bimtek/Diklat
dalam berbagai bidang
tugas pajak dan retribusi
daerah untuk
mewujudkan Clean
Government dan Good
Governance

3. Menyediackan dana
yang memadai untuk
melaksanakan tugas
pokok dan fungsi

4. Membangun sinergitas
aparat bidang pajak
dan retribusi dengan

masyarakat

tumpang tindihnya
kewenangan

2. Peningkatan kemampuan
SDM melalui Bimtek/Diklat
dalam berbagai bidang
tugas perpajakan dan
retribusi daerah

3. Menyediaokan dana yang
memadai agar
pelaksanaan tugas
optfimal

4. Membangun sinergitas
aparat bidang pajak

dengan masyarakat

Meminimalkan
Kelemahan dan

Menghindari Ancaman

1. Melakukan koordinasi
dan konsultasi terhadap
pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan dengan
pihak terkati agar
kepercayaan
masyarakat terhadap
aparat bidang pajak
dan retribusi tercipta

2. Meningkatkan dan
kaderisasi kemampuan
SDM melalui
Bimtek/Diklat/Sosialisasi
akan perkembangan IT
dalam berbagai bidang

tuga pajak dan refribusi

1. Membangun sinergitas
aparat bidang pajak dan
retribusi terkait terhadap
pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan guna
mencegah terjadinya
penyimpangan

2. Peningkatan kemampuan
SDM serta kaderisasi
melalui Bimtek/Diklat
dalam berbagai bidang
tugas bidang pajak

3. Membangun sinergitas
aparat pengawas dengan
masyarakat dalam

pengawasan
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daerah penggunaan pajok dan

3. Meningkatkan retribusi daerah
kepercayaan 4. Menyediaokan dana yang
masyarakat terhadap memadai agar
aparat bidang pajak pelaksanaan tugas
dan retribusid daerah optimal

4. Menyediakan
anggaran yang
memadai dalam
pelaksanaan tugas
untuk optimalisasi
pendapatan

5. Menyedickan dana
untuk meningkatkan
sinergitas aparat bidang
pajak dan retribusi
dengan masyarakat

6. Membangun sinergitas
aparat pengawas
dengan masyarakat

dalam memberantas

korupsi
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3.1

BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan

Talaud

Permasalahan —permasalahan di Badan Pengelola Pajok dan

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai analisa SWOT

adalah sebagai berikut :

1.

4.
5.

BP2RD Kabupaten kepualaun Talaud sebagai pembantu Bupati
dibidang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum sepenuhnya
didukung oleh regulasi yag memadai

Kurangnya kaderisasi dan pelatuhan bagi ASN yang mempunyai
kemampuan dalam berbagai bidang tugas bidang Pajak dan
Reftribusi Daerah

Masih terbatasnya dasa, sarana dan prasarana untuk menunjang
pelaksanaan fugas

Banyaknya potensi pajak dan retribusi daerah yang belum dikelola

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Dari analisa SWOT dan matriks perumusan strategi didapatkan isu-isu

strategis :

1.

Dalam rangka tuntutan optimalisasi pendapatan asli daerah yang
berpedoman pada prinsip Clean Gvernment dan Good
Government peran serta aparat bidang pajak dan retribusi daerah
harus dioptimallkan dengan pendaonaan yang memadai,
penyediaan sarana dan prasaran pendukung

Meningkatkan kemampuan serta kinerja SDM dalam bidang pajak

dan retribusi daerah
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3. Membangun sinergitas aparat bidang pajak dan retribusi dengan
masyarakat agar tercipta budaya malu jika fidak membayar
pajak dan retribusi daerah

4. Pemberlakuan reward and punishment bagi aparat pemerintah
dan aparat penagih pajak dan tertibusi ditingkat kecamatan,
kelurahan dan desa

5. Sosialisasi perpajakan dan retribusi

6. Tersedianya dana yang memadai untuk pelaksanaan tugas yang
optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Dengan mempertimbangkan capaian pada periode 2014-2019
serta  memperhatikan telaahan visi, misi dengan memperhatikan
dokumen RPJMD, visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud
periode 2020-2025 yaitu :
“MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG LEBIH DIBERKATI"”
Dan Misi | *“Mewujudkan Kabupaten Kepualaun Talaud Yang Bersin”
Dengan memperhatikan Visi dan Misi tersebut diatas serta
dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan
Retfribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud maka dalam
pelaksanaannya ditopang oleh dua factor yang saling menekan yaitu

Fakor Penghambat dan Faktor Penunjang.

KELEMAHAN

KEKUATAN

Tidok ada peremajoan SDM
yang berkudlitas sesuai dengan
spesifikasi  teknis  pengelolaan
pendapatan, keuangan dan

assef daerah

Tersedianya Perda, Perbup dan
Keputusan Gubernur tfentang
pendapatan, pengelolaan

keuangan dan asset daerah

Reward dan Punishment belum
disesuaikan dengan kondisi yang
sebenarnya berdasarkan
dengan konsisi yang sebenarnya

berdasarkan ukuran kinerja

Pengalaman empiric dan
sumber daya manusia bidang
pendapatan, pengelolaan

keuangan dan asset daerah
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3. | Lambatnya penyesuaian | 3. Tersedianya dana yang cukup
terhadap penyesuaian tuntutan untuk  melaksanakan  fungsi
masyarakat ternadap cepatnya pengelolaan pajak dan retribusi
pelayanan daerah

4. | Terbatasnya mengikuti  diklat | 4. Kesiapan SDM dalam
fungsional perpajakan, melaksanakan  tugas  fidak
pengelolaan keuangan dan terbatas oleh jam kerja yang
asset daerah ditetapkan dalam peraturan

Bupati

5. | Sarana dan prasarana yidak | 5. Sikap tenggang rasa  dari
sesuai dengan standar sesame aparat cukup tinggi
pelayanan maksimal

Selanjutnya dikaitkan dengan dokumen Renstra Kementerian/
Lembaga yang memilki kaitan erat dengan Penyusunan Renstra
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
2. Subyek pagjak tidak menyampaikan secara jujur dengan kondisi
sebenarnya
3. Perubahan regulasi yang sangat dinamis
4. Kurangnya fasilitas umum yang berpotensi menjadi obyek retribusi
5. Kurangnya fasilitas yang memadai dalom rangka peningktan
pelayanan berbasis teknologi informasi
6. Kurangnya pelatihan bagi ASN dalom pengelolaan pajak,
penatausahaan keuangan daerah
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dengan Renstra SKPD
Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaud tidak
dapat diakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud semata,
akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti lembaga
legislative, instansi vertical yang ada diwilayah Kabupaten Kepulauan
Talaud, Pemerintah Desa serta masyarakat termasuk dunia usaha

didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program
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yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-
2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berkewajiban untuk menyusun
rencana startegis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program , kegiatan pemabngunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya sehingga terwujud sinergitas perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan pembangunan yang
berkesinambungan sampai dengan tahun 2025. Badan Pengelola Pajak
dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, didalom membuat
Rencana Strategis berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-
2025, menselaraskan dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mampu menyelaraskan rencana strategis Badan Pengelola
Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan RPJMD
Provinsi Sulawesi Utara dan RPJMN Kementerian Keuangan yaitu pada
sasaran strategis point 3 *Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
daerah yang partisipatif, transparan efektif, efisien, akuntabel dan
kompetitif yaitu dengan mendorong peningkatan penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah dalam APBD" perlu dideskripsikan terlebin
dahulu permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan layanan
yang berkaitan dengan peetapan sasaran yang ada dalam RPJMD
Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Tahun 2020-2025.

Masalah yang dihadapi yang menjadi factor penghambat dalam
pelayanan BP2RD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah :

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar

pajak;

2. Subyek pajak tidak menyampaikan secara jujur dengan kondisi

sebenarnya;
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3. Perubahan regulasi yang sangat dinamis;

. Kurangnya fasilitas umum yang berpotensi menjadi obyek
retribusi;

. Kurangnya fasilitas yang memadai dalam rangka peningkatan
pelayanan teknologi informasi;

. Kurangnya pelatihan bagi ASN dalam pengelolaan pajak,

penetausahaan keuangan daerah

Sedangkan terbitnya Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tentang

Pajak dan Retribusi serta Penggunaan ITE merupakan factor pendukung

dalam pelayanan BP2RD Kabupaten Kepulauan Talaud.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud

ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034. Secara lebih operasional dalam PP
No. 26/2008 tentang RT RW, khususnya pasal 2 dikemukakan bahwa

penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan :

1.

N

Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi
dan kabupaten/kota

Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut dan ruang
udara termasuk ruang didalom bumi dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruan wilayah dalam
rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
Pemanfaatan sumber daya alom secara berkelanjutan bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat;
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7. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah

8. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sector dan

9. Pertahanan dan keamanan Negara yang dinamis serta integrasi

nasional

Selanjuthya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RT RW

Kabupaten Kepulauan Talaud, maka tujuan Penataan Ruang di

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah untuk mewujudkan Kabupaten

Kepulauan Talaud yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

sebagai Beranda Depan Indonesia Timur Bagian Utara yang berbasis

pada Sektor Kelautan, Perikanan dan Pertanian, Pariwisata dan

Pertanahan Keamanan.

a. Kebijokan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada rumusan tujuan penataan ruang Kabupaten

Kepulauan Talaud, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi

Kaupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut :

1. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Talaud,

meliputi :

a.

Pembangunan, peningkatan dan pengembangan sarana dan
prasarana;
Peningkatan potensi sumber daya manusia dibidang kelautan,

peikanan, pertanian, pariwisata;

c. Peningkatan dan pelestarian lingkungan hidup;

d. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertanhanan dan

- oo

> Q@

keamanan Negara;

Pengamanan kawasan rawan bencana;

Peningkatan kerjasama perdagangan lintas batas;
Peningkatan dan pengembangan kawasan industry;
Pengembangan kawasan pemerintahan, pendidikan dan

kesehatan

2. Strategi penataan ruang Kabupaten Kepulauan Talaud

Strategi penataan ruang Kabupaten Kepulauan Talaud meliputi:
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. Strategi  untuk  mewujudkan kebijagkan pembangunan,

peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana;
Strategi untuk mewujudkan peningkatan potensi, sumber daya
alam, aksesibilitas pemasaran produksi dan kualitas sumber
daya manusia dibidang kelautan, perikanan, pertanian dan
pariwisata;

Stategi  untuk mewujudkan kebijakan peningkatan dan
pelestarian lingkungan hidup;

Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan fungsi
kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara;

Strategi untuk mewujudkan kebijakan pengamanan kawasan
rawan bencana;

Startegi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan kerjasama
perdagangan lintas batas;

Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan dan
pengembangan kawasan industry;

Startegi  untuk  mewujudkan  kebijokan pengembangan

kawasan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan.

Dari pemaparan telaaahan rencana tata ruang wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Stategis Kabupaten Kepulauan Talaud

diatas terdapat masalah dalam pelayanan BP2RD Kabupaten

Kepulauan Talaud dalam meningkatkan pendapatan daerah,

yaitu :

1.

Pengembangan potensi pendapatan daerah  belum
sepenuhnya mempertimbangkan potensi pendapatan baru
dari peluang investasi yang ada di Kabupaten Kepulauan
Talaud dikarenakan adanya keterbatasan tenaga aparatur
yang memiliki kompetensi untuk menganalisa pendapatan
serta kurang optimalnya akses terhadap informasi investasi

daerah

32



3. Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata

pemabngunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan

antara kondisi

pernyataan visi.

saat

ini

dengan cita-cita yang

ingin  dicapai

sesudai

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik

melalui strategi dan arah kebijokan pembangunan daerah dibidang

perencanaan dalom upaya pencapaian visi dan misi BP2RD maupun visi

dan misi pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal, isi strategis

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

yang diperkirakan masih akan muncul pada 5 (lima) tahun kedepan antara

lain :
Aspek Capaian/ Standar yang Fakior yang Mempengaruhi Permasalahan
Kajian Kondisi Saat digunakan Internal Eksternal (Diluar | Pelayanan SKPD
ini (Kewenangan Kewenangan
SKPD) SKPD)
Peningkatan | Staf yang |1. Pejabat 1. Belum 1. Keterbatasa | 1. Terbatasnya
Kualitas megikuti eselon Il adanya N jumlah PNS aparatur
Sumber pendidikan dan If system lingkup BP2RD yang
Daya dan minimal pengemban Pemkab mempunyai
Aparatur pelatihan berpendidi gan SDM yang latar
maupun kan strata pengelolaan memiliki belakang
pendidikan 1, perah pendapatan spesifikasi pendidikan
formal atau mengikuti terintegrasi khusus di formal
yang diklat dan pengelolaan dibidang
berlatar ataupun konsisten pendapatan penelolaan
belakang magang 2. Perubahan pajak  dan
pendidikan dibidang peraturan retribusi
formal pengelola dar daerah;
dibidang an pemerintah | 2. Terbatasnya
pengelolaan keuangan pusat  yang aparatur
pendapatan dan asset sangat BP2RD yang
dan retribusi daerah cepat mengikufi
daerah 2. Pejabat diklat
eselon pemaganga
dan \% n di bidang
yang pengelolaa
memiliki pendapatan
latar daerah
belakang sesuai
pendidika dengan
n formal perubahan
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dibidang regulasi dari
pengelola pusat
an . Terbatasnya
keuangan aparatur
dan asset BP2RD yang
daerah menguasai
teknologi
informasi
dalam
mendukung
pelaksanaa
n tupoksi
BP2RD
Peningkatan |1. PAD . Porsi PAD [I. Jumlah SDM |1. Kurangnya . Porsi PAD
pendapatan belum terhdap yang kurang kesadaran terhadap
asli derah optimal total (Juru Pungut masyarakat total
pendapat ) untuk pendapatan
an . Koordinasi membayar masih
belum pajak rendah
opfimal 2. Ketersediaan Kurangnya
dengan SKPD data dasar kerjasama,
pengelola potfensi sinkronisasi
pendapatan pendapatan dan
. Tidak seluruh masih terkoordinasi
pegawai terbatas pendataan
memahami (3. Beberapa program
peraturan sKPD tidak antara
tentang mencapai pusat,
pajak dan target provinsi dan
retribusi pendapatan kabupaten/
daerah yang telah kota
. System ditetapkan Belumoptima
pengelolaan yang Inya
pajak daerah merupakan penegakan
dan retribusi salah satu perangkat
belum ukuran peraturan
dikelola kinerja  dan tentang
secara efisien keberhasian retribusi
Perangkat SKPD terkait . Masih
aturan belum (4. Tidak seluruh banyak
optimal masyarakat potensi
memahami pendapatan
peraturan yang belum
tfentang dapat
pajak  dan diambil
retribusi untuk
daerah meningkatan
5. Kemauan PAD
baik dari
masyarakat
untuk
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memberikan
kontribusi
kepada
peningkatan
pendapatan
daerah
belum dapat
direalisasi
karena
perangkat
regulasi yang
belum ada

Permasalchan utama yang menjadi tantangan dalam upaya
peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah
pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha belum sesuai dengan
harapan, walaupun secara bertahap pertumbuhan  ekonomi ada
peningkatan namun belum secara signifikan meningkatkan pendapatan
daerah.

Memperhatikan stakeholders badan Pengelola Pajak dan retribusi
Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu Pemerintah, Masyarakat dan
Swasta dalam rangka melaksanakan fungsi optimalisasi pendapatan perlu
dilakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dlingkungan sekitarnya.
Analisa yang digunakan adalah SWOT berdasarkan pengamatan terhdap
kondisi internal (Tregths dan Weaknesses) dan eksternal organisasi
(Opportunities dan Threats) yang melekat pada Badan Pengelola Pajaok dan

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dapat diuraikan pada table

Analisa SWOT

Kelemahan (Weaknesses) : Strategi w-O Strategi W-T

1. Badan Pengelola Pajak |[1. Melakukan  koordinasi | 1. Melakukan  koordinasi
dan Reftribusi Daerah dalam rangka terhdap pelaksanaan
Kaabupaten Kepulauan optimalisasi dekonsentrasi dan
Talaud sebagai pendapatan tferhadap tugas pembantuan
pembantu  Bupati di pelaksanaan dengan pihak terkait
bidang optimallisasi Dekonsentrasi dan agar kepercayaan
pendapatan belum Tugas Pembantuan masyarakat  terhdap
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sepenuhnya dapat

melakukan fugas
optimalisasipendapatan
terhadap pelaksanaan
Desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas

pembantuan pada
beberapa OPD
disebabkan belum
dilimpahkan

kewenangan dari

Kementerian tertentu
Kurangnya kaderisasi
ASN yang mempunyai
kemampuan dalam
berbagai bidang tugas
pengelolaan pajak dan
retribusi daerah

Belum meratanya
kemampuan  aparatur
dibidang pajak dan

retribusi daerah

. Masih terbatasnya dana

dan sarana prasarana
untuk menunjang

pelaksanaan tugas

. Menyediakan

dengan pihak terkait
untuk menghindari
tumpang tindinya
kewenangan dibidang
pajak dan retribusi (W1-

o1)

. Meningkatkan

kemampuan SDM
melalui Bimtek/ Diklat
dalam berbagai

bidang fugas pajak

dan retribusi  daerah
(W2-01)

dana,
sarana dan prasaranad
yang memadai untuk
melaksanakan
optimalisasi
pendapatan (W3-O1)

. Membangun sinergitas

aparat dibidang pajak

dan retribusi  daerah
dengan masyarakat
(W3-02)

aparat dibidang pajak
dan retribusi tercipta
(W1-T3)

. Meningkatkan dan

kaderisasi kemampuan
SDM melalui
Bimtek/Diklat/Sosialisasi

akan perkembangan IT

dalam berbagai
bidang tugas pajak
dan refribusi daerah
(W2,3-T1)

3. Meningkatkan
kepercayaan
masyarakat  terhdap

aparat bidang pajak
dan retribusi daerah
(W2,3-T3)

. Menyediakan

anggaran yang
memadai dalam
pelaksanaan tugas

bidang pajak dan
retribusi daerah untuk
optimalisasi
peningkatan
pendapatan  daerah
(W4-T3,4)
5. Membangun
sinergitas aparat
bidang pajak dan
retribusi daerah
dengan

masyarakat dalam
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pemberantasan

korupsi
penggunaan
langsung dan
retribusi daerah
(W3-T2,4)
Table 2.3
Matriks Perumusan Strategi
Strategi Asumsi Strategi Rumusan
Menggunakan kekuatan | 1. Melaksanakan  tugas 1. Meningkatkan
untuk memanfaatkan dibidang pajak dan kemampuan serta
peluang (S-O) retribusi  agar target kinerja  SDM  dalam
pendapatan terealisasi bidang pajok  dan
Pemberdayaan  SDM retribusi agar
dalam menerapkan masyarakat percaya
Clean Government terhadap aparat
dan Good bidang pajok  dan
Governance retribusi daerah

. Membangun sinergitas

aparat bidang pajak

dan refribusi dengan
masyarakat

. Meningkatkan
kemampuan aparatur
bidang pajak dan
retribusi daerah

. Meningkatkan  kinerja

aparatur bidang pajak

dan retribusi daerah

Dalam rangka tuntutan
peningkatan
pendapatan  daerah,
Clean Governance dan

Good Governance dan

peran serta  aparat
bidang pajak  dan
retribusi  daerah harus

dioptimalkan  dengan
disertai pendanaan

Membangun sinergitas
aparat  bidang pajak
retfribusi

dan dengan

masyarakat
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Menggunakan
untuk

ancaman (S-T)

kekuatan

mengatasi

1.Meningkatkan
pengawasan dan
sosialisasi dalaom rangka
memberantas korupsi
dengan  penggunaan
teknologi informasi

2.Meningkatkan

kepercayaan
masyarakat  terhadap
aparat  bidang pajak

dan refribusi daerah
3.Penegasan dalam
reward dan punishment
terhadap aparat bidang
retribusi

pajak dan

daerah dan petugas

penagih  pajak  dan

retribusi daerah
diwilayah Kecamatan,
kelurahan dan desa

4. Meningkatkan

kerjasama antara
masyarakat dalam
memberantas korupsi
penggunaan uang
pajak

5.Meningkatkan
kemampuan  aparatur
bidang pajak dan
retribusi daerah

6.Membangun  sinergitas

antara aparat bidang
pajok dengan aparat

pengawas dengan

. Membangun sinergitas

aparat bidang pajak
dan retribusi dengan
masyarakat dalam
optimalisasi
pendapatan
Pemberlakuan reward

dan punishment

. Meningkatkan

kemampuan SDM

. Membangun sinergitas

antara aparat bidang

pajak dan  retribusi
dengan aparat
pengawas dengan

aparat penegak hokum

. Sosidlisasi bidang pajak

dan refribusi daerah
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aparat penegak hokum
untuk memberantas
korupsi/ menciptakan

budaya malu
7.Sosialisasi optimalisasi
pendapatan pajak dan

retribusi daerah

Memindahkan kelemahan
untuk memanfaatkan

peluang (W-0O)

1.Melakukan koordinasi
dalam rangka
optimalisasi tupoksi

ternadap pelaksanaan

dokonsentrasi dan tugas

J—

. Membangun sinergitas

aparat bidang pajak

dan retribusi dengan
instansi terjait terhadap

pelaksanaan

pembantuan  dengan dekonsentrasi dan
pihak terkait unfuk tugas pembantuan
menghindari  tumpang guna mencegah
tindihnya kewenangan terjadinya
2.Meningkatkan penyimpangan dan
kemampuan SDM tumpang tindihnya
melalui  Bimtek/ Diklat kewenangan
dalam berbagai bidang 2. Peningkatan
tugas pajak dan retribusi kemampuan SDM
daerah untuk melalui  Bimtek/ Diklat
mewujudkan Clean dalam berbagai
Governance dan Good bidang tugas
Governance perpajakan dan
3.Menyediakan dana retribusi daerah
yang memadai untfuk |[3. Menyediakan dana
melaksanakan tugas yang memadai  agar
pokok dan fungsi pelaksanaan tugas
4.Membangun  sinergitas optimal
aparat  bidang pagjak |[4. Membangun sinergitas
dan retribusi  dengan aparat bidang pajak
masyarakat dengan masyarakat
Meminimalkan kelemahan | 1. Melakukan koordinasi [1. Membangun sinergitas
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dan menghindari

ancaman (W-T)

dan konsultasi
ternadap pelaksanaan
dekonsentrasi dan
tugas pembantuan
dengan pihak terkait
agar kepercayaan
masyarakat terhadap
aparat bidang pajak

dan retribusi tercipta

. Meningkatkan dan

kaderisasi kemampuan
SDM  melalui  Bimtek/
Diklat/ Sosialisasi akan
perkembangan IT
dalam berbagai
bidang tugas pajak

dan reftribusi daerah

. Meningkatkan

kepercayaan
masyarakat terhadap
aparat bidang pajak

dan reftribusi daerah

. Menyediakan

anggaran yang
memidai dalam
pelaksanaan tugas
untuk optimalisasi
pendapatan

. Menyediakan dana

untuk  meningkatkan
sinergitas aparat
bidang pajok dan
retribusi dengan

masyarakat

aparat bidang pajak
dan retribusi dengan
instansi terkait terhadap
pelaksanaan
dekonsentrasi dan
tugas pembantuan
guna mencegah
terjadinya
penyimpangan
Peningkatan
kemampuan SDM serta
kaderisasi melalui
Bimtek/ Diklat dalam
berbagai bidang tugas
bidang pajak

. Membangun sinergitas

aparat pengawas
dengan masyarakat
dalam pengawasan
penggunaan pajak

dan reftribusi daerah

. Menyediakan dana

yang memadai  agar
pelaksanaan tugas

optimal
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6. Membangun sinergitas
aparat pengawas
dengan masyarakat
dalam  memberantas

korupsi
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4.1. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak da Retribusi Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Kabupaten Kepulauvan Talaud

a. Tujuan

Tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Kepulauan Talaud adalah :

- Terwujudnya Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

b. Sasaran

Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Kepulauan Talaud adalah dalam mencapai Tujuan diatas adalah :

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan BP2RD Kab Kepl.Talaud

Target Sasaran/ Tujuan Kinerja Tahun

Sasara|-1 Indikator Kondisi Awal Ke
Strategis
2021 2022 2023 2024 2025
MENINGKATKAN | PERSENTASE 10,29% 35% 15% 20% 25% 27%
PENDAPATAN PENINGKATAN
ASLI DAERAH PENDAPATAN PBB
BPHTP 12,96% 75% 15% | 20% 25% 30%
PERSENTASE 88,5% 58,2 27% 27% 28% 28%

PENINGKATAN
RETRIBUSI DAERAH
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi  adalah keseluruhan cara atau langkah dengan
perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi
persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih  bersifat  makro
dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan
rangkaan kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan
dan sasaran yang dijabarkan  kedalam kebijokan-kebijakan  dan
program-program.

Kebijokan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh
pemerintah dalam suatu lingkugan tertentu dan digunakan untuk
mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud
tertentu. Oleh karena itu kebijokan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuak dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/
kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam
perwujudan sasaran, tujan serta visi dan misi Badan Pengelola Pajak dan
Reftribusi Daerah Kabupaten Kepualaun Talaud.

Secara ringkas strategi dan kebijakan Badan Pengelola Pajok dan

Retribusi Daerah Kab. Kepulauan Talaud seperti pada Tabel Berikut ini :

Visi Menjadikan kabupetan kepulauan talaud lebih diberkati

Misi Mewvujudkan kabupaten kepulauan talaud yang bersih

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Terwujudnya Meningkatkan Terciptanya Meningkatkan
kemandirian pendapatan asli | masyarakat  yang | kesadaran dan
pengelolaan daerah taat pajak  dan | partisipasi
keuangan retribusi masyarakat dalam
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daerah melalui
peningkatan
pendapatan

asli daerah

membayar pajok &

retribusi

Meningkatkan

kualitas  kerjasama
dengan tokoh
agama dan tokoh
adat dalam
ketaatan pajak

masyarakat

Meningkatkan

kemudahan  akses
layanan pajok dan
retribusi daerah

kepada masyarakat

Terbukanya potensi
sumber-sumber
pendapatan pajak

dan refribusi yang

Meningkatkan
komitmen  kepala
perangkat daerah

teknis yang terkait

baru potensi pajaok &
retribusi daerah
Meningkatkan
kualitas  kerjasama
dan partisipasi
seluruh elemen
dalam
pemberlakukan
sistem pajak  dan
retribusi baru

Meningkatkan Meningkatkan

kualitas kualitas  monitoring

penyelesaian

evaluasi dan
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piutang

pemerintah

pajak

pengawasan
terhadap
penyelesaian
piutang pajak
perusahaan swasta

dan masyarakat

Meningkatkan

kerjasama dengan
aparat penegak
hukum, tokoh adat
dan lembaga
keagamaan dalam
penyelesaian

piutang pajak

pemerintah
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Renstra Lama

Rensira Baruv

No Sasaran PD Strategi Arah No Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan
Kebijakan
1. Presentasi PAD Optimalisasi Mensosialisasik | 1. | Meningkatkan Terciptanya Meningkatkan Kesadaran
terhadap Tupoksi BP2RD an kebijkan Pendapatan Asli | Masyarakat Dan Partisipasi Masyarakat
Pendapatan lewat perpajakan Daerah Yang Taat | Dalam Membayar Pajak &
Daerah pendanaan dan retribusi Pajak Dan | Retribusi
dan daoerah Retribusi
penyediaan kepada
sarana dan masyarakat
prasarana yang | dan
memadai pemberian
reward dan
punishment
bagi aparat
penagih pajak
dan retribusi di
tingkat kab.
Kecamatan
dan kelurahan
serfa desa
Meningkatkan Mendorong Meningkatkan Kualitas
kemampuan pengembang Kerjasama Dengan Tokoh
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serta kinerja
SDM bidang
pajak lewat
pelatihan dan
bimbingan

teknis

an aparat
pemerintah
untuk
meningkatkan
kemampuan
inovasi dan
kreatifitas
sehingga
kualitas
pelayanan
public semakin

meningkat

Pemanfaatan
hubungan
koordinasi yang
komprehensif
dengan institusi

terkait lainnya

Membangun
sinergitas
aparat bidang
pajok dan
retribusi
dengan
masyarakat,
aparat
pengawas
guna

mencegah

Agama Dan Tokoh Adat
Dalom Ketaatan Pajak

Masyarakat

Meningkatkan

Kemudahan Akses
Layanan Pajak Dan
Retribusi Daerah Kepada

Masyarakat
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terjadinya
penyimpanga
n dan
fumpang
tindih
kewenangann

ya

Meningkatnya
kualitas, kapasitas
sarana dan
prasarana

perangkat daerah

Meningkatkan
kualitas,
kapasitas
sarana
prasarana
yang
memadai dan
system
teknologi

informasi

Terbukanya
Potensi
Sumber-
Sumber
Pendapatan
Pajak Dan

Retribusi Yang

Meningkatkan  Komitmen
Kepala Perangkat Daerah
Teknis Yang Terkait Potensi
Pajak & Retribusi Daerah

Meningkatkan Kualitas
Kerjasama Dan Partisipasi

Seluruh  Elemen Dalam

Baru Pemberlakukan Sistem
Pajak Dan Refribusi Baru

Meningkatkan | Meningkatkan Kualitas

Kualitas Monitoring Evaluasi Dan

Penyelesaian
Piutang Pajak

Pemerintah

Pengawasan Terhadap
Penyelesaian Piutang
Pajak Perusahaan Swasta

Dan Masyarakat




meningkatkan  kerjasama
dengan aparat penegak
hukum, tokoh adat dan
lembaga keagamaan
dalam penyelesaian

piutang pajak pemerintah
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijokan selanjutnya harus dituangkan
dalaom program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok
sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Mengacu pada
ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan daerah; maka penyusunan program, kegiatan dan
pendanaan berdasarkan pada: pertama, pendekatan kinerja, kerangka
pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran
terpadu. Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan ketiga,
program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada
standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan
kebutuhan masyarakat.

Program adalah penjabaran kebijokan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi. Kegiatan merupakan serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (o utcome\
suatu program.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
periode 2020-2025 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

6.1 Rencana Program
Program yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 menterjemahkan sub urusan pemerintahan

konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah
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kabupaten/kota. Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud untuk periode 2020- 2025 melaksanakan
program-program, sebagai berikut :
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dan sub Kegiatan merupakan bentuk akivitas kegiatan dalam
peloksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan
perundang undangan. Berdasarkan program-program yang felah
dirumuskan di atas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud dalam periode 2020 - 2025 adalah :
a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Kegiatan Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan
Evaluasi pendapatan Daerah
Sub Kegiatan :
1.1 Penyusunan Kebijokan  Teknis  Perencanaan  dan
Pengembangan Pendapatan Daerah
1.2 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah
dan Refribusi Daerah
1.3 Perumusan Standarisasai Kebijokan Operasional Prosedur
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1.4 Penyusunan dan Evaluasi Kebijagkan Tentang Sistem
Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1.5 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan Penyebarluasan
Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada
Masyarakat
1.6 Perumusan Kebijokan Pelayanan Pajak dan Reftribusi

Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
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1.7 Konsultasi dan Pendampingan Waijib Pajak dan Retribusi

1.8 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajok Daerah dan

Retribusi Daerah

1.9 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

1.10 Pemeriksaan Pajak Daerah

1.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1.1
1.2

1.3

Penyusunan renstra dan renja perangkat Daerah
Penyusunan program dan kegiatan perangkat Daerah
perencanaan

Penyusunan dokumen evaluasi perangkat

2. Kegiatan Admistrasi Keuangan

Sub kegiatan :

2.1
2.2

23
24

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi
kinenrja SKPD

Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhar tahun

3. Kegiatan Administrasi Umum

Sub kegiatan :

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas operasional

Penyediaan jasa adminstrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan iasa perbaikan peralatan keria

Penyediaan Alat tulis kantor
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3.7
3.8

3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pembangunan Pagar Gedung Kantor
PengadaanMebeleur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

4. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur

Sub kegiatan :

4.1
4.2
4.3

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Sosialisasi peraturanperundang-undangan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan
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Program, Kegia

Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun Anggaran 2021 - 2024

Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

osta Target “Target Kinerja Target Kinerja
Capaia Program dan Program dan 7WWK Program T"‘;‘.mr:;?'" Program dan
Indikator Kinerja Tujuan, n pada Kerangka Kerangka Kerangka Unit Kedja
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran, Program( Tahun Pendanaan Pendanaan Pendanaan ___| Penanggu Lokasi
dan Kegiatan (output) A""u Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 ngjawab
anaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Terwupudnys Pengelolaan
Keuvangan Dacrah yang
akuntabel dan beronentas:
Publik
Meningkatnya 50201 Program Penunjang Urusan F Dot B Terwujudnya T00%
akuntabilitas penyelenggaraan administrasi 33005 3255 29305 28305 28305
keuangan perkantoran untuk 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000
dan kinerja Perangkat memperancar pelaksanaan
Daerah tugas
50201 201 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dasrah
50201 o1 o Sub an nan renstra  in renja Jumiah  dokumen  yang 2 2 2 ] 2 Sekrotarial | Melongua
s mpom Daerah 'ﬂ tersusun Dokum 20.000. Dokum 20.000. Dokumen 20.000. Dokumen 20.000. Dokum 20.000. Badan ne
en 000 on 000 000 000 &n 000
.02.01 .01 02 Sub Kegiatan Penyusunan program dan keglatan Jumiah  dokumen yang 2 2 2 2 2 Sekretariat Melongua
m{nm Daerah dalam dokumen tersusun Dokum Dokum 20.000. Dokumen 20,000 Dokumen 20.000. Dokum 20.000. Badan ne
perencansan en en 000 000 000 on 000
5.02.01 201 03 Sub Kegiatan Penyusunan dokumen evaluasi Jumlah  dokumen  yang 2 2 2 2 2 Sekretariat Melongua
perangkat Daerah tersusun Dokum - Dokum 20.000. Dokumen 20.000. Dokumen 20.000. Dokum 20.000. Badan ne
en en 000 000 000 on 000
T50201 202 Kegiatan Keuangan
50202 202 01 Sub Kegiatan Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN Tersedianya  gajl  dan 26 ] 29 orang 20 orang k3 Melongua
tunjangan ASN orang 1.500.0 orang 1.500.0 1.500.0 1.500.0 orang 1.500.0 Badan ne
50203 202 08 Sub Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja Laporan yang tersusun 1 1 1 1 1 Sekretariat
dan iktisar realisasi kinenrja SKPD Dokum 1.000.0 | Dokum 1.000.0 Dokumen 1.000.0 Dokumen 1.000.0 Dokum 1.000.0 Badan ne
en 00 en 00 00 00 en 00
50204 202 a7 Sub Kegiatan Penyusunan I8poran keuangan Laporan keuangan 2 2 2 Laporan 2 Laporan 2 Sekretariat Melongua
bulanan/semesteran semesteran yang tersusun Lapora - Lapora 20000 2.000.0 2.000.0 Lapora 20000 Badgan ne
n n 00 00 00 n 00
50205 202 09 Sub Kegiatan usunan pelaporan keuangan akhir Laporan  Keuangan  akhir 1 1 1 Laporan 1 Laporan 1 Sekretarial Melongua
m tahun yang tersusun Lapora 25000 Lapora 2.500.0 2.500.0 2.500.0 Lapora 2.500.0 Badan ne
n 00 n 00 00 oo n 00
5.02.01 203 Kegiatan Administrasi Umum




02, ¥ Sub Keglatan jasa sumber jasa 13804V 13804V 13604VA, 13804VA, 13804V Sekretariat | Melongua
Sa00 20 02 Mok daya air dan kistrik sumber daya air dan listrk A, 800 32.000. A, 800 32.000. 600 fiter 32.000. 800 liter 32.000. A, 600 32.000. Badan ne
lter 000 Iter ooo 000 000 liter 000
5.02.01 | 3 Sub atan Penyediaan Jasa Peralatan dan Meningkatnya Kelancaran 12 Unit 12 Unit 12 Una 12 Unit 12 Unit Sekretariat Melongua
> o Pertengkapan Kantor Tugas Aparatur 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 Badan ne
0.000 0.000 0.000 0,000 0.000
X Sub Kegiatan Penyediaan pemeliharaan dan Tersedianya Jasa 4800 4800 4800 Lier, 4800 Liter, 4800 Sekretaniat | Melongun |
5320} &% L Keg! pm’ﬁn Lad dan pesizinan Liter, 8 90.000, Liter, 8 90.000. 8 unit roda 90,000 8 unit roda 90.000. Liter, 8 $0.000, Badan ne
kendaraan Dinas/operasional unit 000 unit 000 dua, 1 unit 000 dua, 1 unit 000 unit 000
roda roda roda roda roda
dua, 1 dua, 1 empat empat dua. 1
unit unit unit
roda roda roda
em;
Kegiatan Fenyediaan Kevangan STHL B RS 9THL STHL Sekretanat | Melongua |
Saaay # ¢ o - sdministrasi keuangan 218.00 216.00 216.00 218.00 216.00 Badan ne
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
iatan Penyediaan kebersinan kantor Tersediaanya jasa tenaga 3THL 3THL 3THL ITHL ITHL Sekretaniat Melong:
e L o Pl Kool L harian ;’"., cleaning service 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 Badan ne e
kantor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
.02.01 X Sub Kegiatan Penyediaan jasa Yprbaikan pecalatan Tersedianya jasa perbaikan 12 unit 12 unit 12 unit 12 unit 12 unit Sekretanial W
L 6 » Kera , peralatan keda Komput 100.00 Komput 100.00 Komputer 100.00 Komputer 100.00 Komput 100.00 Badan ne
er2 0.000 er2 0.000 2 Server 0.000 2 Server 0,000 er2 0.000
Server Server Simda Simda server
Simda Simda Pendapata Pendapata Simda
Pendap Pendap n1 ni Pendap
atan 1 atan 1 SISMIOP SIsSMioP atan 1
sismo sisMIo SiIsmio
P P [
Penn; Alat Tuls Kantor Tersedianya alat tulis kantor 35 jenis 35 jenis 35 jenis 35 jenis 35 jenis Sekretariat
S Kagisian yodoen 50.000. 50,000 50.000. 50000 0000 | “Bacan | el
000 000 000 000 000
Sub Keglatan Pennyediaan Barang Letakan dan Tersedianya barang cetakan SPJ SPJ SPJ dan SPJ dan SPJ Sekretanat Meiongua
e penggandaan F dan penggandaan dan 15.000, dan 15.000 dokumen 15.000, dokumen 15,000 dan 15,000 Badan ne
dokum 000 dokum 000 lainnya 000 lainnys 000 dokum 000
on en 20.000 20.000 en
lainnya lembar lembar lainnya
20.000 20,000 20.000
lembar - lembar
: Kegiatan Penyediaan komponen Tersedlanya komponen 12 12 12 Jenis 12 Jenis 12 Sekretariat Melongua
0201 o2 4 o, fstripenerangan bangunan kantor Instalasi listrirk/penerangan Jenis. 5.000.0 Jenis 50000 5.000.0 5.000.0 Jenis 5.000.0 Badan ne
bangunan kantor 00 00 00 00 00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan 2 Unit 0 0 0 0 Sohretaral Wolongua
B o Perlengkapan Karior Perlengkapan Kantor mesin 100.00 . o Badan e
Paras, 0.000
2bh
Mesin
Absens
i, 2Bh
Mesin
Scanne
14
.02.01 203 15 Sub Keglatan Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan 3 3 3 exempar 3 exempar 3 Sekretanat Melongua
peraturan perundang-undangan dan peraluran perundang- exemp - exemp 9.000.0 surat 9.000.0 surat 9.000.0 oxemp 9.000.0 Badan ne
undangan ar surat @ surat kabar kabar ar sural
kabar kabar kabar
nyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan 800 800 600 600 800 Sekretarial | Melongua
0L e 1 g keomm Fe minuman oro/dos | 60.000. | oroidos | 60.000 orgidos. 80 000 omgidos, 80.000. | orgidos | 60.000. Badan ne
. snack 000 . snack 000 snack 100 000 snack 100 000 . snack 000
100 100 org/kall org/kall 100
org/kali orgkali org/kal
Sub Rapat-i koordinasi dan konsullasi Terlaksananya  Rapat-rapat 4507 4507 4507 4507 4507 Sekretariat Luar
S an R ot ....m.’.': Koordinasi dan konsultasl uar 450.00 450,00 450.00 450,00 450.00 Badan Daerah
Daerah 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000




50201 203 2 Sub Kegiatan Pengadaan kapan Gedung Tersedianya Perlenkapan 2 unit 2 unit [] [] 0 [] 0 0 Sekretariat Tuar
Kantor GedungKantor Televisl 200.00 Televisi 200,00 Badan Daerah
.1 Unit 0.000 1 Unit 0.000
Brangk
as as
Dokum Dokum
on on
.02.01 .03 25 Sub Kegiatan Pengadaan Meubeler Tersedianya Meubeleur 3Bh 3Bh [] 0 [ 0 [] 0 Sekretanat Luar
Lemarl, 100.00 Lemar, 100.00 Badan
8 Unit 0.000 8 Unit 0.000
Meja Meja
dan dan
Kursu Kursu
1/2 Biro 1/2 Biro
5.0201 203 28 Sub Kegiatan Pemeiiharaan Berkala/Rutin Gedung Terpesharannya Gedung 1 Unit 1 Unit 0 [] 0 0 0 [} Luar
Kantor Kantor 50.000. 50,000. Badan Daerah
000 000
50201 203 30 Sib Kegialan  PemeRharaan Berkala/muin Terpeaharanya 8 unit 0 B unit [ 0 o 0 Tuar
Dinas/Operasicnal Kendar 100.00 - Kendarasn 100.00 Badan Daerah
san 0.000 Roda 2 0.000
Roda 2 dan 2 Unit
dan 2 Kendaraan
Unit Roda 4
) -
aan
Roda 4
50201 203 32 Sub Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Tersedianya  Pedenkapan 10 Unit 10 Unit 0 0 0 Sekretariat Luar
Perlengkapan Gedung Kantor GedungKantor 1%880. 70#. . Badan Daerah
\
, Capalan IKM 80% 82% 85% 08% 88%
PerangkatDaerah
Meningkatiya 50201 Program Penunjang Urusan Daerah | Terwujudnya
kuslitas dan administrasi 42500 25500 42500 255.00 255.00
kompetensi aparatur perkantoran unuk 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
(ASN) memperlancar pelaksanaan
tugas
50201 204 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur
50201 204 02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas Beseria | Jumiah Pakalan Dinas Haran 39 - 5 Pasang - . Sekretanat ongua
Perlengkapannya Pasang 170.00 - 170.00 . - Badan ne
0.000 0.000
5020 204 05 S Kegiatan Pengadaan pakaian Khusus han-han | Jumiah pakaian olanraga, 300 300 Ovang 300 Orang 300 Sekretanat
tertentu Baniang dan PSL Orang 85.000. Orang 85.000. 85,000. 85.000. Orang 85.000. Badan ne
000 000 000 000 000
5.02.01 204 ] Sud Kegiatan Pendidikan dan Peiatihan Formal Jumiah pesena Pendidikan 20y 20ng 20 20mg 20y
70.000, 70.000. 70.000. 70.000, 70.000.
000 000 000 000 000
50201 204 10 Sub Kegiatan Sosialisasl  Persluran  Perundang- | Jumiah peserta sosiaisasi %
undangan Kecam
atan
5.02,01 2.04 12 Sub Keglatan Bimbingan teknis implementasi | Jumiah ASN yang mengikuti 5 5 5 Orang 5 Orang 5 Sekretariat Dalam dan
peraturan perundang-undangan BIMTEK Orang 100.00 Orang 100.00 100.00 100.00 Orang 100.00 Badan Luar
0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 Daerah




Terwupudnya Pengelotan
Keusngan Dacrah yang
akuntabel dan beronentast
Pengelolaan Keuangan Daerah
o IS s 23450 23450 23450 250 23450
Temadap 00.000 00.000 00.000 00.000 00,000
perdapatan
5.02.04 202 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran
Daerah
y I o1 Sub Kegiatan Penyusunan n Teknis | Dokvmen KUA dan PPAS 2 2 2 2 2 Bidang Welong,
e dan yang Tersusun Dokum | 75000 | Dokum | 75000 | Dokumen | 75000. | Dokumen | 75000 | Dotum | 75000 | Anggarm e
Pendapatan Daerah en 000 en 000 000 000 en 000
.02 202 02 Sub Kegiatan usunan Tentang | Dokumen Perubahan KUA 2 2 2 2 2 Bidang Melongua
AN mmuq Paja_)aerah dan Retribusi | dan PPAS Yang Tersusun Dokum | 75.000. | Dokum | 75.000, Dokumen 75.000. Dokumen 75.000, Dokum | 75.000, Anggaran ne
daerah en 000 on 000 000 000 en 000
.02 202 03 Sub ndarisasi jakan | Dokumen Perubahan 34 34 4 4 34 Bidang
50208 T Operasional Prosedur Pﬂnk‘?‘uun Perubahan RKA - SKPD yang Dokum 100.00 Dokum 100.00 Dokumen 100.00 Dokumen 100.00 Dokum 100.00 Anggaran W
dan Retribusi Daer Tersusun en 0.000 en 0.000 0.000 0 000 on 0.000
021 202 04 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan | Dokumen DPA - Perubahan 34 ) 34 4 Bidang Mel
50204 b Tentang gmmF rasi SKPD Yang Tersusun Dokum 100,00 Dokum 100.00 Dokumen 100.00 Dokumen 100.00 Dokum 100.00 Anggaran :v.\ou-
Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi en 0.000 en 0.000 0.000 0.000 o 0.000
daerah
.02, 202 05 Sub Kegiatan Perumusan  Ket | Perda APBD dan Perkada 2 2 2 2 2 ~elonges 1
e Penyuluhan Pen; Informasi | Penjabaran APBD yang Dokum 675.00 Dokum 675,00 Dokumen 875.00 Dokumen 875.00 Dokum 675.00 Anggaran ne
Pajak Deerah dan Retribusi daerah Tersusun en 0.000 en 0.000 0.000 0.000 &n 0.000
Kepaca Masyarakat
50204 202 08 Sub Perumusan __ Tentang  Kebjakan | Perda APBD perubahan dan 2 2 2 2 2 ng
fopen Pelayenan Pajok dserah dan retribusi | perkada penjabam perubahan Dokum | 80000 | Ookum | 80000 | Dokumen | 8000 | Doxumen | 80000 | Dotum | 80000 | Anggamn | Momet
Daerah  yang Teknologi | APBO yang tersusun en 0.000 en 0.000 0.000 0.000 en 0.000
Informasi
.02, . o7 Kegiatan Konsultasi dan b | Perxada yang Tersusun 1 1 1 1 1 Vel
S22 -0 Pajak dan e oo g Dokum | 75000 | Dokum | 75000. | Dokumen | 75000 | Dokumen | 75000 | Dokum | 75000 | Angoaran o
en 000 en 000 000 000 en 000
5.02.04 202 o8 Sub Keglatan Penyelenggara@n  Sistim  Informasi | Pekada yang tersusun 1 1 1 1 1 Bidang Melongua
Pajak daerah dan Retribus| Daerah Dokum 250.00 Dokum 250.00 Dokumen 250.00 Dokumen 250,00 Dokum 250.00 ne
en 0.000 en 0.000 0000 0.600 on 0.000
\ 2 [ Sub Kegiatan Pemesharaan dan Pemutakhiran Basis | Tersedlanya laporan 1 1 1 1 7 Bidang m
SR % Data Pajak Daserah dan Retribusi | perencanaan anggaran Dokum | 65.000. Dokum 85.000. Dokumen 65.000 Dokumen 65.000. Dokum 65.000. Anggaran ne
daerah pendapatan en 000 en 000 000 000 an 000
Soz0¢ 202 10 Sub Kegiatan Pemeriksaan Pajak daerah Tersedianya laporan 1 1 1 1 1 Bidang | Melongua
L perencanaan anggaran Dokum | 65.000. | Dokum | 65000. Dokumen | 65,000, Dokumen | 85.000. | Dokum | 85.000. Anggaran ne
belanja en 000 en 000 000 000 en 000
X . Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemungutan | Tersedianya  perencanaan 1 1 1 1 1 Bidang WMelongua
S 202 " b Pajak Daerah dan Retribusi Daerah anggaran pembiayaan Dokum Mdgso Dokum 656:0 Dokumen 056:30, Dokumen cw. Dokum 85,000, Anggaran ne
en en en 000

Melonguane,  Mei 2020
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK

DAN RETRIBUS| DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620506 198603 1 016



PEMETAAN KEBUTUHAN PROGRAM, BISNIS PROSES DAN CROSSCUTTING PROGRAM
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. KEPL. TALAUD

Program
Pembangunan
Daerah

Indikator Kinerja
Outcome

Bidang
Urusan

Sasaran Strategis Strategi Arah Kebijakan

PD Penanggungjawab

TUJUAN : TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

MENINGKATKAN TERCIPTANYA MENINGKATKAN KESADARAN | % PENINGKATAN ADMINISTRASI BIDANG PBB & | BADAN PENGELOLA PAJAK
PENDAPATAN ASLI MASYARAKAT YANG | DAN PARTISIPASI PENDAPATAN PBB & PENDAPATAN DAERAH | BPHTB DAN RETRIBUSI DAERAH
DAERAH TAAT PAJAK DAN MASYARAKAT DALAM BPHTP KEWENGANAN
RETRIBUSI MEMBAYAR PAJAK & PERANGKAT DAERAH
RETRIBUSI
MENINGKATKAN KUALITAS % PENINGKATAN BIDANG
KERJASAMA DENGAN TOKOH RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI

AGAMA DAN TOKOH ADAT
DALAM KETAATAN PAJAK
MASYARAKAT

MENINGKATKAN
KEMUDAHAN AKSES LAYANAN
PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA

MASYARAKAT
TERBUKANYA MENINGKATKAN KOMITMEN
POTENSI SUMBER- KEPALA PERANGKAT DAERAH
SUMBER TEKNIS TERKAIT POTENSI

PENDAPATAN PAJAK | PAJAK & RETRIBUSI DAERAH
DAN RETRIBUSI
YANG BARU
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MENINGKATKAN KUALITAS
KERJASAMA DAN PARTISIPASI
SELURUH ELEMEN DALAM
PEMBERLAKUKAN SISTEM
PAJAK DAN RETRIBUSI BARU

MENINGKATKAN

MENINGKATKAN KUALITAS

KUALITAS MONITORING EVALUASI DAN
PENYELESAIAN PENGAWASAN TERHADAP
PIUTANG PAJAK PENYELESAIAN PIUTANG
PEMERINTAH PAJAK PERUSAHAAN SWASTA
DAN MASYARAKAT
MENINGKATKAN KERJASAMA
DENGAN APARAT PENEGAK
HUKUM, TOKOH ADAT DAN
LEMBAGA KEAGAMAAN
DALAM PENYELESAIAN
PIUTANG PAJAK PEMERINTAH
TERWUJUDNYA MENINGKATKAN
PENGELOLAAN KEMUDAHAN AKSES
KEUANGAN LAYANAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH

YANG EFEKTIF

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
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EFISIEN DAN
BERORIENTASI HASIL

MENINGKATKAN KUALITAS
PENYERAPAN

ANGGARAN YANG SESUAI

DENGAN

PERENCANAAN ANGGARAN

KAS
MENINGKATKAN MENINGKATKAN TERBANGUNNYA % VIEWER YANG PROGRAM DPMPTSP DPMPTSP
KUALITAS PROMOSI KUALITAS DAN KERJASAMA LINTAS MEMBERIKAN RESPON | PENGEMBANGAN
DAN KUANTITAS KONTEN | SEKTOR DALAM POSITIF IKLIM PENANAMAN
PEMASARAN POTENSI | LAYANAN PENYELENGGARAAN TERHADAP KONTEN MODAL
INVESTASI DI PROMOSI MELALUI PROMOSI PERLUASAN LAYANAN PROMOSI
KABUPATEN MEDIA SOSIAL DAN INVESTASI DAN
KEPULAUAN TALAUD | ELEKTRONIK PEMASARAN MILIK

PEMERINTAH

MENINGKATKAN
KREATIVITAS
TAMPILAN KONTEN
LAYANAN PROMOSI
DAN PEMASARAN
POTENSI INVESTASI

MENINGKATKAN
KESADARAN DAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
MEMPROMOSIKAN
PELUANG INVESTASI
MELALUI MEDIA SOSIAL

PROGRAM
PENANAMAN MODAL
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Indikator

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

kinerja Badan Pengelola Pajaok dan

retribusi

Daerah

Kabupaten Kepulauan Talaud bertujuan untuk memberikan gambaran

kinerja yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang sebagai

bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran, fujuan serta visi
dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025.

Adapun indicator kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah

Kab. Kepulauan Talaud ditampilkan dalam table 7.1.

Table 7.1.
Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan san sasaran RPJMD
No Tujuan Indikator Sasaran Indikator
Tujuan Sasaran
1 Terwujdunya Rasio Pad Meningkatkan Persentase
Kemandirian | Terhadap Pendapatan Asli | Peningkatan
Pengelolaan | Total APBD | Daerah Pendapatan
Keuangan PBB & BPHTB
Daerah Persentase
Melalui Peningkatan

Peningkatan
Pendapatan
Asli Daerah

Retribusi

Daerah

63



BAB Viii
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun
2020 - 2025 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan fujuan
bagi aparat Badan Pengelola Pajok dan Retribusi Daerah serta Unit
Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
dalam melaksanakan tugasalcenyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan, dan pelaksanaan pengsdélaan pajak dan retribusi . Rencana
Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Pengelola Pajak
dan Reftribusi Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam
melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat,
dan komitmen dari seluruh aparat Badan Pengelola Pajaok dan Retribusi
Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang
telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya
sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan
pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh
masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ini dapat dimplementasikan
dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang telah ditetapkan
secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance."

Sansiote sampate pate"

Melonguane, 2021
KEPALA BADAN PENGELOLA PA]JAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KAB. KEPL. TALAUD

SITI H. LANG, SP. M.SI
NIP. 19620506 198603 1016
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